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Abstrak

Kalimantan dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, menjadikannya
salah satu wilayah dengan ekosistem yang unik di Indonesia. Namun, wilayah ini
menghadapi ancaman serius yang bersumber dari berbagai aktivitas manusia, seperti
deforestasi, perluasan perkebunan, pertambangan, dan alih fungsi lahan. Perusakan
habitat ini tidak hanya mengancam spesies endemik, tetapi juga merusak keseimbangan
ekologis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung
pada sumber daya alam. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif
berbasis literatur untuk menganalisis ancaman-ancaman tersebut serta meninjau
penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik konservasi, khususnya sila 3 (persatuan), 4
(musyawarah), dan 5 (keadilan sosial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi
ekonomi jangka pendek sering mengabaikan aspek ekologis dan memperlebar
kesenjangan sosial. Nilai persatuan penting untuk mendamaikan kepentingan berbagai
pihak, musyawarah menjadi mekanisme untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif, dan
keadilan sosial memastikan perlindungan hak masyarakat lokal. Lebih lanjut, prinsip
keadilan ekologis menekankan tanggung jawab generasi sekarang terhadap keberlanjutan
lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, konservasi di Kalimantan harus berlandaskan
nilai-nilai Pancasila dan melibatkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, masyarakat,
maupun sektor swasta, untuk mencapai keberlanjutan ekologis dan sosial yang
berkesinambungan. Pendekatan ini memastikan keseimbangan antara kebutuhan manusia
dan pelestarian alam yang kritis bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: Keanekaragaman Hayati; Kalimantan; Ancaman Lingkungan; Persatuan; Keadilan

Ekologis.
Abstract

Kalimantan is renowned for its exceptionally high biodiversity, making it one of Indonesia’s most
ecologically significant regions. However, this rich natural environment faces serious threats from
human activities such as deforestation, plantation expansion, mining, and land conversion. These
actions not only endanger endemic species but also disrupt ecological balance and negatively affect
the livelihoods and welfare of local communities who depend on natural resources for their daily
needs. This study employs a qualitative-descriptive approach based on literature review to examine
these environmental threats and to analyze how Pancasila values particularly principles 3 (unity),
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4 (deliberation), and 5 (social justice) can guide conservation efforts. Findings indicate that short-
term economic exploitation often neglects ecological concerns and exacerbates social inequalities.
The principle of unity is crucial for reconciling the sometimes conflicting interests of government,
private sectors, and local communities. Deliberation ensures that conservation policies are
developed inclusively, while social justice protects the rights and welfare of local residents,
particularly indigenous and marginalized groups. Moreover, the concept of ecological justice
emphasizes the responsibility of the current generation to safeguard environmental resources for
future generations. Effective conservation in Kalimantan, therefore, requires adherence to Pancasila
values and collaborative efforts across sectors, combining ecological preservation with social equity.
Such an approach promotes sustainable development that balances human needs with the protection
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of biodiversity and ecosystem integrity.

Keywords: Biodiversity; Kalimantan; Environmental Threats; Unity; Ecological Justice.

A. Pendahuluan

Indonesia dijuluki "paru-paru dunia"
karena memiliki hutan tropis yang sangat
lebat dan luas, menyaingi Hutan Amazon
di Brasil. Sebagian besar kawasan hutan ini
berada di Papua dan Kalimantan. Hutan-
hutan ini menjadi sumber kehidupan
utama bagi puluhan juta orang, baik untuk
kebutuhan

bahan baku industri kayu. Selain itu, hutan

sehari-hari maupun untuk
juga merupakan habitat bagi beragam flora
dan fauna (Badriyah et al., 2023).

Manfaat yang diterima makhluk hidup
yang berasal dari hutan membantu
menyerap karbon dioksida yang dihasilkan
dari gas buang sepeda motor, gas buang
mobil, dan gas buang pabrik yang
menyebabkan pencemaran, serta membuat
waduk untuk mencegah banjir dan tanah
longsor (Marbun, 2024). Namun, masih
banyak oknum tidak bertanggung jawab
yang merusak hutan dengan melakukan
penebangan dan pembakaran liar, terutama
untuk membuka lahan perkebunan dan

tambang. Mereka tidak mempedulikan

dampak jangka panjang yang fatal bagi
lingkungan. Akibatnya, penebangan liar

menghilangkan kemampuan tanah untuk

menyerap  air, yang sering  kali
menyebabkan  banjir. Sementara itu,
pembakaran hutan menyebabkan
hilangnya keanekaragaman hayati dan

polusi udara, serta berdampak buruk pada

iklim. Kerusakan ini pada akhirnya
menimbulkan berbagai masalah
lingkungan baru (Arifa, 2022).

Hutan di Kalimantan, Indonesia,

adalah aset alam yang sangat berharga.
Hutan ini tidak hanya menyumbang besar
pada keanekaragaman hayati global, tetapi
juga berperan penting dalam mengatur
iklim. Namun, selama beberapa dekade
terakhir, wilayah ini telah menghadapi
tantangan serius akibat deforestasi yang
cepat dan berbagai aktivitas manusia
lainnya. Deforestasi adalah kondisi luas
hutan yang mengalami penurunan yang
disebabkan oleh konvensi lahan untuk

infrastrukur, = permukiman, pertanian,
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pertambangan, dan
Wahyuni & Suranto, 2021).

Pembangunan ibu kota baru dan jalan

perkebunan  (H.

raya trans-Kalimantan menuju Malaysia
Timur akan berdampak pada pembukaan
126.000 kilometer

persegi. Lahan yang akan digunduli ini

lahan seluas sekitar

merupakan bagian dari salah satu hutan
hujan tropis tertua dan terluas di Indonesia.
Padahal, Kalimantan sendiri adalah pusat
yang telah

mengalami deforestasi besar, dan hal ini

keanekaragaman  hayati

membahayakan banyak spesies.

Manusia dan alam sebenarnya tidak

bisa dipisahkan. Nilai persatuan
mengajarkan bahwa semua pihak, mulai
dari  masyarakat adat, pemerintah,

perusahaan, sampai warga harus bekerja
sama menjaga lingkungan sebagai satu
kesatuan. Jika persatuan ini kuat, maka
alam akan terasa

pelestarian sebagai

tanggung jawab bersama, bukan beban satu

pihak saja.

Di sisi lain, keadilan ekologis menuntut
agar manfaat dan  kerugian dari
penggunaan alam dibagi secara adil.
Misalnya, kelompok vyang lemah atau
tinggal di daerah terpencil tidak
seharusnya menanggung dampak

kerusakan lingkungan lebih besar daripada

yang
pemanfaatan sumber daya alam. Keadilan

menikmati  keuntungan  dari

ekologis juga memandang bahwa kita

punya tanggung jawab tidak hanya untuk

generasi sekarang (intra-generasional), tapi

juga
(intergenerasional). Studi “The Principle of

bagi generasi mendatang
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Intergenerational Justice in Environmental
Management and Its Relation to the Concept of
Sustainable
bahwa

pengelolaan sumber daya alam yang adil,

Development”  menyebutkan

antara generasi harus terjadi
di mana generasi saat ini wajib mewariskan
lingkungan dalam kondisi baik kepada
generasi mendatang(Cahyani, 2022).
B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif-
analitis. Data dikumpulkan melalui studi
literatur dari artikel ilmiah, laporan
lembaga konservasi, dokumen kebijakan,
serta hasil penelitian terkait ekologi dan
sosial di Kalimantan. Analisis dilakukan
dengan mengidentifikasi ancaman utama
terhadap keanekaragaman hayati,
menelaah dampak sosialekologisnya, serta
mengkaji keterkaitannya dengan penerapan
nilai Pancasila dan prinsip keadilan
ekologis. Pendekatan normatif digunakan
untuk menafsirkan peran hukum dan
regulasi dalam mendukung konservasi,
sementara pendekatan intergenerasional
digunakan untuk menilai keberlanjutan
sumber daya alam

bagi  generasi

mendatang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Potret

Kalimantan

Keanekaragaman Hayati

Kalimantan dikenal sebagai salah satu
pusat keanekaragaman hayati dunia karena
memiliki mosaik ekosistem yang sangat
beragam, mulai dari rawa gambut, hutan
dataran

rendah, hingga pegunungan.
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Penelitian terbaru 5 menunjukkan bahwa
kawasan tropis, termasuk Kalimantan,
sedang menghadapi krisis keanekaragaman
hayati karena tingginya jumlah mamalia
Asia

Tenggara, sehingga wilayah ini sangat

darat yang terancam punah di

rentan terhadap perubahan lingkungan

(Spencer et al., 2023). Studi
keanekaragaman hayati di Kalimantan
Tengah mencatat bahwa hutan

kemasyarakatan menyimpan potensi besar
baik dari segi flora maupun cadangan
karbon, yang memperlihatkan pentingnya
hutan lokal dalam menjaga keseimbangan
ekologi (Maimunah et al., 2023). Sementara
lokal di

menemukan bahwa

itu, eksplorasi biodiversitas
Kalimantan Barat
kawasan ini masih menyimpan banyak
spesies tumbuhan dan satwa yang belum
terdokumentasi,

sepenuhnya sehingga

menegaskan  pentingnya  inventarisasi
secara berkelanjutan (M. Y. D. Wahyuni et
al., 2025). Di sisi lain, penelitian pada
kawasan Bendungan Labuhan Kalimantan
bahkan

ekosistem sekitar infrastruktur besar tetap

Selatan menunjukkan bahwa
menyimpan keragaman tumbuhan lokal
yang memiliki potensi ekologis penting
(Nurhuda et al., 2022).

Gambar 1 : Keanekaragaman Hayati yang

Terancam
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Potret keanekaragaman hayati
Kalimantan mencerminkan kekayaan flora
dan fauna yang tinggi sekaligus

menunjukkan keterhubungan kuat antara

lingkungan  alam, konservasi, dan
kehidupan masyarakat lokal. Selain itu,
inventarisasi herpetofauna di Taman
Bukit Baka Bukit

Kalimantan Barat, mendokumentasikan 35

Nasional Raya,
spesies yang terdiri atas 24 amfibi dan 11

reptil, menunjukkan peran  penting

kawasan ini sebagai habitat alami bagi
spesies  endemik = maupun  bernilai
konservasi tinggi (Kennedi et al., 2024). 6
Suaka

Lamandau menemukan keberadaan 15

Penelitian lain di Margasatwa
spesies mamalia dari 11 famili dengan
tingkat keseragaman tinggi, menegaskan
peran kawasan lindung dalam menjaga
populasi satwa liar (Mubaraki et al., 2023).
Di wilayah pesisir, Kalimantan Barat

tercatat memiliki 18 spesies mangrove

yang
“Critically Endangered” menurut IUCN,

termasuk  beberapa berstatus

sehingga memperkuat urgensi
perlindungan ekosistem pesisir (Safitri et
al., 2023). Temuan-temuan ini menegaskan
bahwa keanekaragaman hayati Kalimantan

tidak hanya kaya, tetapi juga menyimpan
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spesies dengan nilai ekologis dan
konservasi yang sangat penting.
2. Ancaman Utama Terhadap

Keanekaragaman Hayati

Perubahan pemanfaatan lahan (seperti
deforestasi dan konversi untuk pertanian)
menjadi ancaman paling dominan terhadap
keanekaragaman hayati secara global,
diikuti oleh eksploitasi berlebihan, polusi,
perubahan iklim, dan spesies invasive.
Tekanan manusia memicu perubahan

komposisi ~ komunitas  biologis  dan

menurunkan keanekaragaman lokal di
berbagai ekosistem darat, perairan tawar,
dan laut (Keck et al., 2025). Selain itu,
sebagian  besar spesies  terancam
kekurangan intervensi konservasi yang
tepat, khususnya untuk menghadapi
habitat,

dan spesies

ancaman  seperti  hilangnya
perdagangan internasional,
invasif — sekitar 91% spesies terancam
tidak diwakili cukup dalam area lindung
mereka (Senior et al., 2024). Dalam konteks
perubahan global, sistem ekologi juga
rentan terhadap titik ambang (tipping
ketika  tekanan
efek
keruntuhan komunitas atau kehilangan
(Diaz, 2023).

Secara keseluruhan, ancaman utama ini

points) antropogenik

mendorong non-linier  seperti

fungsionalitas ekosistem

saling berinteraksi dan memperparah

kerentanan sistem biologis di seluruh

dunia.

3. Dampak Sosial Ekologis dari Kerusakan
Keanekaragaman Hayati

sumber

Eksplorasi daya alam di

Kalimantan memicu degradasi lingkungan
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signifikan (termasuk deforestasi, degradasi
tanah, dan penurunan kualitas air), yang
selanjutnya merusak jasa ekosistem dan
mengurangi keanekaragaman hayati lokal;
tinggi
menunjukkan penurunan keberlanjutan

wilayah dengan ekstraksi
hutan tropis secara umum (Judijanto &
2024).

sekitar

Adiwijaya, Program Perhutanan
Sosial di Adat

Ketemenggungan Tae, Kalimantan Barat,

Hutan

meningkatkan pendapatan masyarakat
melalui agroforestri dan usaha hasil hutan
non-kayu, sambil tetap menjaga ekosistem
hutan dan  keanekaragaman
lokal
sebagai salah satu dampak sosial positif
yang

masyarakat adat (Primadika & Widhanarto,

hayati;

pemberdayaan ekonomi muncul

dari konservasi melibatkan
2022). Perubahan iklim dan pembangunan

infrastruktur ~ di  Kalimantan  Timur
mengakibatkan degradasi hutan tropis,
hilangnya  fungsi ekosistem, dan
mengancam mata pencaharian masyarakat
yang bergantung pada sumber daya alam;
akses terhadap air bersih menurun dan
risiko bencana alam meningkat (Pajerih,
2023). Transisi penggunaan lahan dari

agroforestry atau hutan campuran ke

perkebunan  monokultur =~ menambah
kerentanan sosial: petani kehilangan
diversifikasi tanaman pendukung

hidupnya dan menjadi tergantung pada
satu jenis komoditas yang rentan terhadap
fluktuasi pasar (Nugraha et al, 2024).
Hilangnya habitat dan fragmentasi hutan
konflik

lahan, serta mengganggu struktur sosial

memperburuk migrasi internal,
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budaya yang
menjaga keberlangsungan tradisi terkait
hutan (Setiadi, 2020). Semua faktor ini

saling terkait, memicu kerentanan ganda:

masyarakat sebelumnya

pada skala ekologis (penurunan
biodiversitas, kehilangan jasa ekosistem)
dan sosial (ketidakstabilan penghidupan,
ketidakadilan akses sumber daya, serta

melemahnya identitas budaya lokal).

Gambar 2 : Korban Lubang Tambang
di Kalimantan Timur

4. Kaitan dengan Pancasila (Sila ke 3, 4,5)
Keterkaitan

antara ancaman

keanekaragaman hayati di Kalimantan
dengan nilai Pancasila dapat dilihat melalui
kebijakan
adat

Kalimantan memiliki sistem kearifan lokal

peran  masyarakat dan

pengelolaan hutan. Masyarakat
dalam menjaga ekosistem melalui filosofi
(hutan yang

nilai-nilai dan

tana’ ulen larangan)

“berlandaskan budaya
spiritual” serta melarang eksploitasi
berlebihan (Putri et al.,, 2025). Praktik ini
mencerminkan nilai persatuan (sila ke-3)

karena menjaga keharmonisan antara

manusia, alam, dan komunitas adat sebagai
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satu kesatuan ekologi. Namun, kondisi

sosial masyarakat masih menghadapi
tantangan kesejahteraan, tercatat “70,97%
masuk kategori belum sejahtera dan 29,03%
(Toha &

Wihadanto, 2023). Situasi ini menunjukkan

masuk kategori sejahtera”
bahwa manfaat ekonomi dari pengelolaan
sumber daya belum dirasakan merata,
sehingga penerapan sila ke-5 (keadilan
sosial) sangat penting untuk memastikan
hasil

pemanfaatan hutan lebih adil.

distribusi konservasi dan
Dari sisi kebijakan, perhutanan sosial
terbukti

nyata dan positif terhadap manajemen

“memberikan pengaruh secara

hutan lindung dalam mewujudkan
efektivitas hutan sosial” (Namara et al,,
2024). Implementasi kebijakan ini selaras
dengan sila ke-4, yaitu kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan, sebab pelaksanaannya
mengedepankan musyawarah, partisipasi
aktif masyarakat, dan kolaborasi dengan
upaya
ancaman keanekaragaman

pemerintah. Dengan demikian,
menghadapi
hayati Kalimantan tidak hanya bersifat
ekologis, tetapi juga merupakan wujud
dalam

penerapan nilai-nilai Pancasila

menjaga  keadilan,  persatuan, dan
demokrasi ekologis.

5. Implementasi Keadilan Ekologis di
Kalimantan

Kalimantan sebagai pusat

keanekaragaman hayati dunia menghadapi
akibat

pertambangan, dan ekspansi perkebunan.

tekanan besar defortasi,

Kondisi ini menuntut penerapan keadilan
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ekologis agar pembangunan tidak hanya
berorientasi pada ekonomi, tetapi juga
melindungi ekosistem dan hak masyarakat
lokal.

menjaga

Prinsip tersebut penting untuk

keberlanjutan lingkungan
sekaligus memastikan manfaatnya dapat
diwariskan kepada generasi mendatang
(Adkha et al., 2024; Estiyantara et al., 2023).

a. Konsep Ecological Justice

Keadilan lahir dari

pandangan bahwa relasi manusia dengan

ekologis

alam harus berlangsung seimbang. Alam
objek

eksploitasi ekonomi, melainkan memiliki

tidak hanya dipandang sebagai

nilai intrinsik yang wajib dilindungi. Oleh
karena itu, pengelolaan sumber daya alam
perlu mempertimbangkan keberlanjutan
ekosistem serta hak-hak masyarakat lokal
yang kehidupannya bertumpu pada
lingkungan (Estiyantara et al., 2023). Di
Kalimantan,  penerapan  prinsip ini
tercermin pada upaya pelestarian hutan
hujan tropis yang berfungsi sebagai paru-
paru dunia dan penyangga ekologi global.
Kajian hukum mengenai reklamasi dan
pascatambang di Indonesia menegaskan
bahwa prinsip keadilan ekologis perlu
dilembagakan dalam regulasi pemanfaatan
sumber daya agar pembangunan tidak
hanya menguntungkan manusia, tetapi
juga menjamin keberlanjutan ekologi dan
hak generasi mendatang (Wicaksono &

Rahmawati, 2024).

b. Keadilan Lintas Generasi
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Prinsip keadilan lintas generasu
menegaskan bahwa generasi kini memiliki
tanggung jawab moral untuk mewariskan
lingkungan yang layak huni kepada anak
cucu (Chapters & Scott, 2021). Sumber daya
alam tidak hanya milik generasi sekarang,
tetapi juga hak generasi mendatang yang
harus dijaga (Kennedy & Gislason, 2022).
Aktivitas pembangunan dan eksploitasi
yang berlebihan, seperti defortasi dan
pertambangan batubara di Kalimantan,
serius

telah menimbulkan ancaman

terhadap keberlanjutan ekosistem
(Dwiyahreni et al., 2021). Dengan demikian,
praktik pengelolaan sumber daya perlu
memperhatikan dampak jangka panjang
agar tidak meninggalkan beban ekologis
bagi masa depan (Taylor, 2013). Penelitian
menekankan bahwa  keadilan lintas
generasi mencakup perlindungan hutan
tropis, mitigasi perubahan iklim, serta

pengendalian kebakaran hutan dan lahan

gambut sebagai langkah nyata untuk
menjamin  hak  generasi  berikutnya
(Dwiyahreni et al, 2021; Kennedy &
Gislason, 2022).

c. Peran Hukum dan Regulasi

Instrumen hukum berperan penting
dalam penerapan keadilan ekologis di
telah
menerbitkan Undang Undang Nomor 32

Kalimantan. Pemerintahan
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990
mengenai Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati, sebagai dasar hukum bagi upaya
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pelestarian ekosistem (Fadhilah et al., 2022).
Regulasi ini ditujukan untuk menekan
deforestasi, kebakaran hutan, dan
kerusakan gambut yang marak terjadi.
Namun, penelitian menunjukkan bahwa
implementasinya kerap terkendala oleh
lemahnya  penegakan  hukum  serta
tingginya kepentingan ekonomi di sektor
tambang dan perkebunan (Adkha et al,
2024). program  REDD+  di

Kalimantan Tengah misalnya, meunculkan

Kasus

konflik akibat pembagian manfaat yang

tidak merata sehingga menimbulkan
ketidakadilan bagi masyarakat lokal. Oleh
karena itu, penegakan hukum di bidang
lingkungan perlu diperkuat sekaligus
diselaraskan dengan prinsip keadilan
ekologis yang inklusif agar lebih responsif
hak

keberlanjutan ekosistem.

terhadap masyarakat dan

6. Upaya Strategi Konservasi

Upaya konservasi lingkungan di

Kalimantan tidak dapat dilepaskan dari

yang
melengkai. Sebagai salah satu wilayah

peran  berbagai  aktor saling
dengan hutan tropis terluas di dunia,
Kalimantan menghadapi tekanan besar
akibat

ekspansi perkebunan. Oleh karena itu,

defortasi, pertambangan, dan

strategi konservasi memerlukan
pendekatan multipihak yang melibatkan
pemerintah, masyarakat lokal dan adat,
LSM,

Kolaborasi

akademis, hingga  komunitas

internasional. ini bertujuan
tidak hanya untuk melindungi ekosistem

hutan dan keanekaragaman hayati, tetapi
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juga untu memastikan keberlanjutan fungsi
ekologis bagi generasi mendatang.

Gambar 3 : Upaya Konservasi Lingkungan

a. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran primer
dalam konservasi melalui penetapan taman
dan kawasan

nasional lindung yang

mempunyai  fungsi ganda  sebagai

pelindung keanekaragaman hayati dan
mitigator perubahan iklim. Sebagai contoh,
penelitian tentang perubahan dan strategi
pengelolaan mangrove di Taman Nasional
Gungung Palung di Kalimantan Barat
menunjukkan bahwa pemerintahan daerah
dan pusat dapat memanfaatkan data
perubahan luasan mangrove dari citra
satelit agar kebijakan zonasi dan restorasi
bisa lebih efektif (Fawzi, 2017). Selain itu, di
Tarakan, Pemerintahan provisi/balai kota
telah melakukan regulasi dan tindakan
administrasi untuk menyelamatkan
mangrove di pesisir, terutama menghadapi
alih fungsi lahan dan penggunaan area
tambak

& Syaini,

atau
2021).
Penegakan hukum terhadap praktik ilegal

mangrove menjadi

permukiman (Abdul

logging dan pertambangan ilegal juga

muncul kebutuhan mendesak,

sebagi

terutama di hutan lindung dan kawasan
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adat, meskipun studi-studi empiris masih
menunjukkan bahwa wupaya penegakan
kerap terbentur oleh kurangnya sumber
daya dan adanya konflik kepentingan
(Nugroho et al., 2018).

b. Peran Masyarakat Lokal dan Adat

Komunitas lokal dan masyarakat adat
memiliki kearifan lokal yang penting dalam
menjaga hutan, misalnya melalui
pengelolaan hutan adat yang berbasis
hukum adat dan norma budaya. Studi
tentang hutan adat Hemaq Beniung di Desa
Juaq Asa, Kalimantan Timur, menampilkan
bahwa institusi lokal mampu mengelola
hutan secara  berkelanjutan  melalui
mekanisme tradisional, serta memperoleh
manfaat ekologis, sosial dan budaya dari
pengelolaan hutan tersebut. Di sisi lain,
oleh

masyarakat adat di Kandilo, meskipun

penggunaan  lahan  tradisional
dipandang oleh sebagian pihak sebagai
penyebab deforestasi, dalam banyak kasus
justru lebih berkelanjutan dibandingkan
konversi besar oleh perkebunan maupun
perusahaan karena mempertimbangkan
aspek lingkungan dan sosial secara lokal
(Nugroho et al, 2018). Partisipasi aktif
lokal juga terlihat

berbagai survei keanekaragaman hayati di

masyarakat dalam
hutan lindung di Kalimantan Tengah,
dimana masyarakat menjadi bagian dari
serta

survei, pemantauan flora fauna

pelaporan kerusakan (Syamsih, 2024).

c. Peran Akademisi dan Lembaga

Penelitian
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Akademisi dan lembaga penelitian

berperan penting dalam
mendokumentasikan flora dan fauna
endemik, mengidentifikasi spesies

terancam, dan menyediakan basis ilmiah
adalah
penelitian keanekaragaman hayati di hutan
yang

dan

untuk konservasi. Contohnya

lindung  Kalimantan  Tengah,

menggunakan survei langsung
observasi/specimen untuk mendata flora
fauna lokal sebagai basis rekomendasi
2024).

Pemelitian juga penting dalam pemantauan

pengelolaan  lestari  (Syamsih,
perubahan ekosistem, seperti perubahan
luasan mangrove di Gunung Palung, yang
menunjukkan bagaimana ukuran dan
distribusi mangrove berubah dari waktu ke
waktu, sehingga akademis bisa memberi
insight untuk manajemen adaptif (Fawzi,
2017). Selain itu, studi model proteksi

hutan berdasarkan kearifan lokal Dayak di

Kotabaruy, Kalimantan Selatan
memperlihatkan  bagaimana  penelitian
sosial kultural juga penting, mengkaji

norma, sikap masyarakat, dan efektivitas
lokal/adat

menjaga kelestarian hutan.

pluralitas  institusi dalam

d. Peran LSM dan Komunitas Lingkungan

LSM dan komulitas lingkungan sering
menjadi jembatan antara masyarakat lokal,
Mereka

melakukan advokasi penyelamatan satwa,

akademisi, dan pemerintah.
kampanye terhadap kebijakan lingkungan,
publik.

Meskipun penelitian spesifik di Kalimantan

dan menggalang dukungan

terkait peran LSM dalam kampanye satwa
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liar secara detail masih terbatas dalam
terbuka, hasil

keanekaragaman di hutan lindung dan

jurnal  akses survei
laporan masyarakat adat (misalnya dalam
penelitian penggunaan lahan tradisional)
menunjukkan bahwa komunitas lokal yang
NGO

ataupun institusi penelitian) lebih mampu

mendapat dukungan (baik dari

menjaga habitat satwa dan menghentikan
pembukaan hutan illegal (Nugroho et al.,
2018). Komunitas lingkungan juga punya
peran dalam sosialisasi dan pemantauan,
misalnya ikut dalam pemetaan mangrove
atau pengawasan penggunaan lahan pesisir
di Tarakan dalam menjaga mangrove
(Abdul & Syaini, 2021).

e. Kerjasama Internasional

Konservasi di Kalimantan juga
mendapat dukungan dari kerjasama
internasional, baik dalam bentuk

pendanaan maupun programm reforestasi
berskala global. Lembaga dunia seperti
UN-REDD memberikan bantuan teknis dan

dana untuk mendukung pengelolaan hutan

tropis Kalimantan secara berkelanjutan
(Spencer et al, 2023). Dukungan
internasional ini terbukti memperkuat

kapasitas lokal dalam mengurangi laju
deforestasi sekaligus memperluas proyek

penghijauan di kawana hutan kritis.

7. Tantangan dalam Implementasi
Konservasi
Walaupun berbagai strategi dan

program konservasi telah disusun serta

diimplementasikan, praktik di lapangan
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masih menemui beragam kendala yang
cukup kompleks. Hambatan tersebut tidak
hanya muncul dari kelemahan regulasi dan
penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi
oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya
yang Kondisi  di

Kalimantan memperlihatkan bahwa upaya

saling  berkaitan.

pelestarian sering kali terbentur dengan
pola pembangunan yang berorientasi pada
eksploitasi sumber daya alam, rendahnya
kesadaran serta

tingkat masyarakat,

ketergantungan pada sektor industri
ekstraktif yang merusak ekosistem. Dengan
demikian, pengenalan dan pemahaman
yang lebih mendalam mengenai tantangan-
tantangann ini menjadi krusial agar
program konservasi dapat berjalan lebih
efektif dan berkesinambungan.

a. Lemahnya Penegakan Hukum

Salah satu persoalan mendasar dalam
konservasi di Kalimantan adalah lemahnya
penegakan hukum lingkungan. Walaupun
regulasi telah tersedia, pelaksanaannya
sering tidak konsisten. Kajian menunjukkan
bahwa pengawasan terhadap pencemaren
industri masih minim, sementara sanksi
yang diberikan tidak cukup memberi efek
praktik
lingkungan terus berulang (Azmia, 2024).
oleh

daerah, dimana

jera, sehingga perusakan

Kondisi ini diperburuk relasi

kekuasaan di tingkat
kepentingan politik dan ekonomi kerap
melindungi aktivitas pertambangan meski
terbukti merusak lingkungan (Al Farugqi et

al., 2024).
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b. Konflik Kepentingan antara Ekonomi

dan Ekologi

Konservasi menghadapi

juga
tantangan berupa konflik kepentingan
antara tujuan ekonomi dan perlindungan
Studi

memperlihatkan

ekologi. di Kotawaringin Timur
bahwa

sawit

perusahaan
kali

ekonomi

perkebunan sering

mengedepankan  keuntungan
dengan mengorbankan hak masyarakat
adat

(Syafi’i, 2016). Penelitian lain di Kalimantan

serta  keberlanjutan lingkungan
Selatan menegaskan bahwa, meskipun ada
upaya penerapan model kemitraan dalam
pengelolaan  sawit, dampak negatif
terhadap lingkungan tetap signifikan dan
belum sepenuhnya terkendali (Anggreini &

Hukom, 2023).
c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Luas

Kurangnya kesadaran masyarakat
luas mengenai pentingnya konservasi turut
melemahkan perlindungan lingkungan.
Studi tentang penambangan ilegal di Kutai
Kartanegara menunjukkan bahwa meski
masyarakat merasakan dampak langsung
dari kerusakan lingkungan, mereka tidak
selalu memiliki pemahaman mengenai hak
lingkungan atau mekanisme hukum untuk
memperjuangkannya (Al Faruqi et al,
2024). konflik

Kalimantan juga memperlihatkan bahwa

Selain itu, agraria di
masyarakat sering kali kekurangan akses
dalam
terkait

pengelolaan lahan, sehingga posisi mereka

informasi dan partisipasi

pengambilan keputusan
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dalam  menjaga
semakin lemah (Syafi’i, 2016).

lingkungan  menjadi

d. Ketergantungan pada Industri Ekstraktif

Tantangan lain yang menonjol adalah
ketergantungan ekonomi daerah pada
indurtri ekstraktif seperti pertambangan
dan perkebunan. Penelitian di Kalimantan
Timur memperlihatkan bahwa keputusan
politik cenderung memprioritaskan
ekspansi pertambangan karena dianggap
mampu

mendongkrak  pertumbuhan

ekonomi, meskipun menimbulkan

kerusakan ekosistem. Disisi lain,
masyarakat di wilayah hutan adat Kating
masih sangat bergantung pada hasil hutan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
kebijakan yang

aksesn kerap

sehingga konservasi

membatasi mereka

menimbulkan resistensi (Jariah et al., 2023).

8. Rekomendasi Solusi
Untuk

lingkungan di Kalimantan, beberapa solusi

memperkuat ~ konservasi

strategis dapat diterapkan. Pertama,
pendidikan lingkungan yang mengakar
pada nilai-nilai Pancasila perlu diperluas,
agar  generasi muda  memperoleh
pemahaman mendalam tentang tanggung
jawab terhadap alam serta pentingnya
persatuan dan keadilan sosial dlaam
pelestarian lingkungan (Widyantoro &
Najicha, 2025). Kedua, regulasi tentang
pertambangan harus diperkuat dan
pengawasannya ditingkatkan, terutama di

wilayah yang kaya sumber daya alam,
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sehingga praktik yang perusak dapat
dicegah sejak dini.

Selanjutnya, ekonomi hijau sebagai
alternatif ekomoni ekstraltif menawarkan
potensi besar di Kalimantan. Pendekatan
seperti pembangunan infrastruktur ramah
lingkungan dan pengembangan industri
yang memperhitungkan faktor lingkungan
dapat memperkuat kesejahteraan
masyarakat sekaligus mengurangi tekanan
terhadap alan (Susila & Hukom, 2023).
Selain itu, perluasan kawasan konservasi
yang dikelola komunitas lokal (misalnya
melalui ekowisata) dapat memperkuat rasa
kepemilikan masyarakat terhadap hutan,
sehingga mereka lebih aktif dalam menjada
habitat dan sumber daya lokal (Hastari &
Girsang, 2019).

Akhirnya,

melalui media sosial dan media publik

kampanye  persatuan

lainnya sangat krusial dalam membangun
kolektif.  Studi

Greenpeace  di

kesadaran tentang

kampanya Instagram
memperlihatkan bahwa konten-kampanye
engaging
meningkatkan respon positif publik serta

persuasif dan mampu
kesadaran terhadap isu lingkungan (Fadli
& Sazali, 2023).

pendidikan berlandaskan

Dengan kombinasi
Pancasila,
regulasi kuat, ekonomi hijau, konservasi
berbasis dan

komunitas, kampanye

persatuan, maka solusi konservasi di
Kalimantan dapat menjadi lebih inklusif,
efektif, dan berkelanjutan.

D. Penutup

krisis

Kalimantan menghadapi

keanekaragaman hayati akibat deforestasi,
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ekspansi industri ekstraktif, serta lemahnya
penegakan hukum lingkungan. Kerusakan
ini menimbulkan dampak ekologis berupa
hilangnya habitat dan spesies endemik,
serta dampak sosial berupa ketidakadilan
akses sumber daya dan kerentanan
lokal.

biodiversitas tidak dapat dilepaskan dari

masyarakat Upaya pelestarian
penerapan nilai Pancasila: persatuan untuk

menyatukan kolaborasi multipihak,

musyawarah untuk menghasilkan
kebijakan yang adil dan inklusif, serta
keadilan sosial untuk menjamin distribusi
manfaat konservasi yang merata. Prinsip
keadilan ekologis perlu dijadikan kerangka
strategis agar pembangunan tidak hanya
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga melindungi hakhak masyarakat
lokal dan generasi mendatang. Oleh karena
itu, strategi konservasi di Kalimantan harus
mengedepankan kolaborasi antara
pemerintah, masyarakat adat, akademisi,
sektor swasta, dan komunitas internasional
demi terwujudnya pengelolaan sumber
daya alam yang adil, berkelanjutan, dan

berlandaskan nilai luhur bangsa.
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